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“Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”

(H.R Abu Daud 2083)"!
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“Apabila kamu menalak istri-sitrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah
kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang
ma ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara
kamu kepada Allah dan hari kemudian.Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Bagarah (2) : 232)*

"' Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.
2Q.S Al-Bagarah (2): 232, diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahannya, (Jakarta: Almahira, 2017), 37.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A.Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku
dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi
ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang
digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Ke budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan
0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa

Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
“ Tsa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
: Ha" H Ha (dengan titik di bawah)
£ Kha Kh Ka dan Ha




5 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

5 Zai A Zet

P Sin S Es

r Syin Sy Es dan Ye
g Shad S Es (dengan titik di bawah)
" Dhad D De (dengan titik di bawah)
A Tha T Te (dengan titik di bawah)
5 Zha Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ "ain Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

b Fa F Ef

K Qaf Q Ki

5 Kaf K Ka

J Lam L El

- Mim M Em

R Nun N En

| Wau W We

N Ha H Ha

. Hamzah Apostrop

< Ya Y Ye

Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun



apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (°), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “C”'

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis

(13

dengan “a”, kasrah ditulis dengan “i”, dlommah ditulis dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengn cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
A = fathah A JBmenjadi gala
| = kasrah | Jsmenjadi qila
U = dlommah U Ossmenjadi dina

13
3

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ 1

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
Aw = 5 Jssmenjadi gawlun
Ay =¢ »>menjadi khayrun

D. Ta’ Marbiithah (3)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi

apabila ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan meng gunakan “h” misalnya i+l dL. Jimenjadi alrisalat li almudarrisah,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan
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mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya & i, (3 menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J1) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat
yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut
ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqgaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Bila terletak di awal kata, hamzah

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
¢ s+ syai’un < = umirtu
05— an-nau’un 0445t~ ta’khudziina

G. Huruf Kapital
Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam
transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD vyaitu

digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
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didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama
diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penagunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf dituis secara terpisah.
Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan mka
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu

dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.
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ABSTRAK
Meliannadya, Nattasya, NIM 16210056. IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 (Studi di Kantor Urusan
Agama Kota Malang), Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama, Taukil Wali.

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi,
apabila tidak ada wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam PMA Nomor
20 Tahun 2019 Pasal 12 (5), yang mana didalam pasal tersebut memberikan syarat
bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali
dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut
merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad
perkawinan. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai taukil wali
dalam pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap PMA Nomor 20 Tahun
2019. Serta implementeasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala
KUA Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi (sosio legal
approach) serta menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mengahasilkan
data berupa pandangan serta implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019. Sedangkan
data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan
langsung dengan Kepala KUA Kota Malang, dan data sekunder yang diperoleh dari
beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang
menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tentang taukil wali, namun
dengan alasan yang berbeda antara lain: KUA hanya sebagai pelaksana peraturan,
PMA Nomor 20 Tahun 2019 meruapkan jawaban atas ketidak jelasan wali nasab
yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007,
PMA merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia maka wajib ditaati.
Sedangkan untuk implementasi PMA tersebut setiap KUA memiliki kendala yang
berbeda-beda, seperti dalam isi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak semua KUA di
Indonesai memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir
ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya taukil wali. Sehingga
Penulis memberikan saran agar setiap Kepala KUA seyogyanya memiliki
pemikiran yang inovatif untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi di
lingkungan Kantor Urusan Agama.
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ABSTRACT

Meliannadya, Nattasya, NIM 16210056. REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NUMBER 20 OF 2019 (Study at the Office of Religious
Affairs in Malang), Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of
Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Implementation, Minister of Religion Regulation, Guardian Taukil

Marriage guardian is one of the pillars that must be fulfilled, if there is no
guardian then the marriage is considered invalid. In PMA Number 20 of 2019
Article 12 (5), which in the article provides a condition that in the case of guardian
not present during the marriage contract, the guardian makes a guardian taukil letter
in front of the Head of KUA District / Penghulu / PPN LN in accordance with the
domicile / whereabouts of the guardian and witnessed by 2 (two) witnesses. These
conditions are new rules in the case of guardians who cannot be present when the
marriage contract. Therefore, the author raised the issue of taukil guardians in the
view of the Head of Malang City KUA towards PMA Number 20 Year 2019. And
the implementation of PMA Number 20 Year 2019 in KUA Malang.

This type of research is empirical juridical using the subject of the Head of
Malang City KUA, using a sociological approach (socio legal approach) and using
a qualitative-descriptive approach that produces data in the form of views and
implementation of PMA Number 20 of 2019. While the data used are primary data
from the results of interviews conducted directly with the Head of KUA Malang,
and secondary data obtained from several articles, journals and scientific works.

The results of this study indicate that all KUA Heads of Malang City agreed
to a change in the Regulation of the Minister of Religion regarding guardian taukil,
but for different reasons, among others: KUA was only the executor of the
regulation, PMA Number 20 of 2019 was the answer to unclear guardian of nasab
who could not be present when a marriage contract in PMA Number 11 of 2007,
PMA is one of the regulations in force in Indonesia, it must be obeyed. Whereas
for the implementation of the PMA each KUA has different constraints, as in the
contents of PMA Number 20 of 2019, not all KUAs in Indonesia understand that
there is a change in the conditions of the guardian who is unable to attend when the
marriage contract requires a guardian taukil. So the author gives a suggestion that
every Head of KUA should have innovative thoughts to help solve problems faced
in the Office of Religious Affairs.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai
pencatatan perkawinan, didalam Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu
pasalnya menerangkan mengenai wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang
artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah.® Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun

2019 pembagian wali tediri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim.

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
1982), 42.



Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan
yang memiliki hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan.
Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang
diberihak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang
tidak memiliki wali. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang salah
satu pasalnya membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat kejanggalan
dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali
hakim. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat taukil wali.

Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah
menutup pintu wali hakim untuk menjadi wali nikah dengan memberi batasan
untuk membuat surat taukil wali. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir
ketika akad, maka harus membuat surat taukil wali yang ditanda tangani wali,
disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama
kecamatan/Pengulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali
dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*

Adanya pembatasan mengenai syarat wali nasab yang berhalangan hadir pada
saat perkawinan menjadi sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan. Masalah
yang timbul dengan adanya taukil wali, yaitu apabila seorang wali nasab yang
sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk mengqoshor
sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka secara otomatis yang
menjadi wali adalah hakim, tanpa membuat surat taukil wali. Kemudian ketika wali

tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat surat taukil

4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12.



wali, apakah penikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal
pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat
berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir
dalam perkawinan, sehingga untuk membuat surat taukil wali dirasa kurang efisien.
Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maka terjadi
keharusan untuk membuat surat taukil wali bagi wali nasab yang tidak bisa hadir
ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas
sebuah pernikahan adalah dipermudah.

Hal ini berbeda dengan hukum islam menurut madzhab Syafii yang mayoritas
umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab tersebut. Dalam madzhab Syafii
tidak member batasan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika
perkawinan. Karena wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1)
Adanya pertentangan diantara wali-wali, (2) walinya tidak ada, meninggal atau
hilang, atau karena walinya tidak hadir.> Dalam hal tidak hadirnya wali atau disebut
dengan ghoib sekali puntempatnya dekat, akan tetapi diluar tempat pihak
perempuan, maka hakim dapat bertindak untuk mengakadkannya.

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidak beradaan wali ketika
akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir bepergian dan berada
pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau
keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkan adalah
hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat

maupun jauh tetap yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali

5 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jil.3 (Kairo: Darul Fath, 2004), 24.



nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat
madzhab Syafii jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua
periode atau jarak mengaoshor sholat, dan juga tidak ada wakilnya di Negara
tersebut, maka yang mengawinkan adalah penguasa Negara.® Dalam pendapat
shohih, yang mengakadkan bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh, karena
yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka
jika wali tersebut tidak dapat memenuhinya, wewenang wali nasab berpindah
kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat
bertindak menjadi wali nikah apabila (1) Wali nasab tidak ada dan atau tidak
mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau
adhol atau enggan, (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang
wali itu.” Dari beberapa uraian tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang
berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan berpindah kepada wali hakim,
bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat taukil wali.

Kepala Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam hal ini apabila Peraturan
ini tetap diberlakukan maka Kepala Kantor Urusan Agama tetap harus berhati-hati
dalam memeriksa surat taukil wali, padahal lingkup kerja mereka tidak hanya
sebatas itu saja. Karena dengan adanya peraturan yang mengharuskan wali nasab

yang tidak berada ditempat ketika akad harus membuat surat taukil wali, maka

¢ Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa-Adillatuhu, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.
7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.



mereka melakukan rekayasa hukum yang mengatkan bahwa wali nasab telah
mafqud, karena mereka berfikir lebih praktis mengatakan wali mafqud dari pada
harus membuat surat taukil wali. Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan
diatas maka penulis tertarik ingin mengetahui dan membahas mengenai
implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang

Masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang
taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor20 Tahun 2019?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Untuk menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang

tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang.



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian dapat memberikan
kegunaan dan bermanfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:
1. Manfaat Teoritis.
a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan taukil wali
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan bahan
pustaka bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan referensi, khusunya bagi :
a. Bagi Masyarakat
Bagi kalangan akamdemis dan masyarakat khususnya bagi Mahasiwa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam menggali atau
mengkaji lebih dalam mengenai taukil wali dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019.
b. Bagi Peneliti Lain
Sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam melakukan penelitian

selanjutnya.



E. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya memperjelas atau menegaskan apa yang menjadi
masalah dalam penelitian. Tujuan adanya batasan masalah agar penelitian lebih
fokus, terarah dan tidak melenceng, mempermudah melakukan penulisan dan tidak
menimbulkan keraguan baik bagi penulis maupun pembaca.®

Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek yang diteliti yaitu implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor
Urusan Agama Kota Malang.

F. Definisi Operasional
Beberapa penegasan mengenai pengertian dalamskripsi ini, antara lain:
1. Peraturan Menteri Agama
Peraturan Menteri Agama berisi tentang peraturan peraturan yang dibuat
olen Menteri Agama sebagai landasan untuk menjalankan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab kebutuhan
serta perkembangan masyarakat.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas
dari Kantor Kementerian Agama dibidang agama islam dalam wilayah
kecamatan. Kantor Urusan Agama berada pada setiap kecamatan.

3. Wali Hakim

8 Ridwan, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penulisan, (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.



Wali hakim adalah seorang sultan atau Kepala Negara, disebut dengan
presiden yang telah memberikan kuasanya kepada Menteri Agama, kemudia
Menteri Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim.

4. Taukil Wali
Menyerahkan urusan perwalian kepada orang lain agar orang yang mewakili
tersebut agar dapat bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban.

G. Sistematika Penulisan

Terdapat 5 Bab yang termaktub dalam penelitian ini, dalam setiap bab memuat
sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Bertujuan untuk
mempermudah pemahaman, terususun secar sistematis yang berkaitan antara bab
satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan yang terdapat dalam
penelitian ini, yaitu:

Melalui Bab I, penulis menyajikan gambaran umum maksud dari arah penelitian
yang telah dikerjakan. Diawali pemaparan latar belakang, penulis menyajikan poin
utama dan argument pendukung yang memiliki hubungan dengan permasalahan
yang diteliti dengan harapan dapat member gambaran umum pada pembaca hingga
paham konteks penelitian ini. Bab ini membahas pembahasan inti yang menjadi
landasan untuk memahami bab-bab setelahnya, Diawali latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,
penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Kemudian, dalam Bab Il berisi pendeskripsian konsep landasan teori untuk

pengkajian masalah yang berisi penjelasan dan kelanjutan data yang memiliki



kaitan dengan objek penelitian.Konsep landasan teori ini menjadi alat
penjabaranatau analisis data sekaligus sebagai alat ukur data yang kemudian
diambil kesimpulan.

Dalam Bab 111, penulis menyajikan metode penelitian yang dimanfaatkan.
Terdiri dari beberapa poin dalam bab ini, yaitu jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode pengolahan data
menjelaskan secara terperinci tentang meng-crosscheck data, klasifikasi, verifikasi,
analisis data dan diakhiri kesimpulan.

Bab IV memuatan alisis permasalahan yang dijadikan focus penelitian yang
berupa pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Penulis
mengumpulkan hasil penelitian beserta deskripsi hasil penelitian dan menarik apa
yang dapat dijadikan simpulan dari penelitian ini.

Dalam Bab V penelitian ini berupa penutup. Penelitian ini kemudian ditutup
dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mewakili seluruh pembahasan
penelitian atau menjadi sebuah ringkasan penelitian yang diperoleh setelah
penelitian ini dianalisis. Kemudian saran menjadi harapan penulis kepada pihak
yang memiliki ikatan dengan problematika yang menjadi objek penelitian ini agar

dapat dikembangkan pada materi selanjutnya
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitia Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui
keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain yang berupa penelitian terdahulu
guna dijadikan sebagai data pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Achamd Diyanto.® ImplementasiPeraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2005 tentang Wali Hakim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maualan Malik
Ibrahim Malang. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dan bagaimana implementasi

® Achmad Driyanto, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak)”, (Skripsi Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2016)

10
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Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Merakurak. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridi sempiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif
kualitatif.

Dari penelitian tersebu tdiperoleh dua hasil, yakni pertama proses pelaksaan
pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak
sama dengan proses pernikahan pada umumnya yang dilakukan dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah. Kedua implementasi pada Peraturan Menteri Agama
Nomor 30 tahun 2005 ternyata masih kurang efektif dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Achamd Driyanto memiliki persamaan
dengan penelitian ini, yaitu sama sama membaha smengenai Peraturan Menteri
Agama. Akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini penulis fokus
mengkaji Pasal 12 (5) mengenai taukil wali, sedangkan Achmad Driyanto
menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 seluruhnya
sebagai fokus penelitian. Perbedaan lainnya pada lokasi penelitian yang
dilakukan oleh Achamd Driyanto hanya dilakukan di satu Kantor Urusan
Agama, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, sedangkan penuli
smelakukan penelitian diseluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, yang

terdiridari 5 (lima) Kantor Urusan Agama.
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2. Anita Anjarwati.!” Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan
Perwalian Nikah MelaluiTokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), mahasiswi Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di
Kampung Mataram Ilir Kecamatan Sepuith Surabaya. Dengan menggunakan
metode penelitian empiris, dan menggunakan teknik wawancara sebagai metode
pengumpulan data.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor penyebab masyarakat
mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama dikarenakan mereka tidak
percaya diri dan faktor pendidikan yang mereka miliki. Penelitian yang
dilakukan oleh Anita Anjarwati memiliki beberapa persamaan dengan penulis,
salah satunya yaitu meneliti tentang mewakilkan perwalian nikah atau yang
disebut dengan taukil wali dalam perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan
yang sangat menonjol, yaitu pada objek yang diteliti. Yang menjadi objek pada
penelitian saudari Anita Anjarwati adalah masyarakat Kampung Mataram llir,
sedangkanpenulismenggunakanobjekpenelitianKepala Kantor Urusan Agama

Kota Malang.

10 Anita Anjarwati, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah
Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro,
2020).
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3. M.Ahdi Dzikrullah.!" Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat
Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten
Gresik),Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini
membahas mengenai taukil wali yang terjadi pada masyarakat Kecamatan
Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali
mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan.
Praktek taukil wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh
masyarakay setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali
nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat
langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah tersebut
bahwa pelaksanaan taukil wali dilate rbelakangi oleh ketidak mampuan wali
dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya taukil wali yang terjadi di
Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk
dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang
dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama sama membahas menganai
taukilwali. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa
pembahasan. Apabila M.Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang taukil
wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik, maka penulis

melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor

"' M. Ahdi Dzikrullah, “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri,
dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al
Syakhshiyyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017).
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20 tahun 2019 mengenai taukil wali yang dilakukan di Kantor Urusan Agama

Kota Malang.

Dibawah ini terdapat tabel yang akan menjelaskan persamaan dan perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No Identitas Judul Persamaan Perbedaan
1. | Achmad Implementasi a. Sama sama | a. Peneliti
Driyanto, Peraturan membahas terdahulu
mahasiswa Menteri Agama mengenaiimple membahas
Universitas Islam | Nomor 30 mentasi mengenaii
Negeri Maulana | Tahun 2005 Peraturan mplementasi
Malik  Ibrahim | tentang Wali Menteri Agama Peraturan
Malang, Jurusan | Hakim. Menteri Agama
Al-AhwalAsy- b. Payung hukum Nomor 30
Syakhsiyyah. yang digunakan Tahun 2005
merupakanPerat tentang wali
uran  Menteri hakim.
Agama.

b. Sedangkan
penulis ingin
membahas
mengenai taukil
wali dalam
pandangan
kepala KUA
Kota Malang
dan
implementasi
Peraturan
Menteri Agama
Nomor 20
Tahun 2019.

2. | Anita Anjarwati,

Mahasiswi
Institut  Agama
Islam Negeri

Metro Lampung,
Fakultas Syariah.

Faktor-Faktor
yang
Menyebabkan
Masyarakat
MewakilkanPer
walian Nikah

a. Sama sama
meneliti tentang
taukil wali

a.Peneliti terdahulu
ingin mengetahui
tentang penyebab
masyarakat
mewakilkan

perwalian nikah
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Melalui Tokoh | b. Menggunakan melalui tokoh
Agama  (Studi jenis penelitian | agama.
Kasus di Yuridis empiris
Kampung b. Sedangkan
Mataram Iir penulis  ingin
Kecamatan membahas
Seputih mengenai taukil
Surabaya wali dalam
Kabupaten pandangan
Lampung kepala KUA
Tengah), Kota  Malang
dan
implementasi
Peraturan
Menteri Agama
Nomor 20
Tahun 20109.
M.Ahdi Tawkil Wali | a. Sama sama | a. Peneliti
Dzikrullah, dalam Akad meneliti tentang terhadulu
mahasiswa Pernikahan taukil wali. melakaukan
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Dari perbandingan dengan penelitian terdahulu sangat jelas bahwa persamaan
dalam penelitian ini adalah tentang taukil wali, sedangkan yang menjadi perbedaan
dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya mengarah pada implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang tauki Iwali di Kantor
Urusan Agama Kota Malang.

B. KerangkaTeori

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berarti berhasil atau suatu hal yang dilaksanakan dengan baik.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif adalah sesuatu yang
memiliki  efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai sejak
diberlakukannya suatu undang-undang atau peraturan.'> Membahas mengenai
implemntasi sebuah peraturan maka sangat erat kaitannya dengan teori efektifitas
hukum. Pada dasarnya efektfitas merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah
peraturan yang berlaku. Pada ilmu sosiologi hukum diterangkan bahwa sebuah
hukum memilki  fungsi untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam
masyarakat, yang bertujuan agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat.
Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana pembaharu masyarakat.
Efektivitas berlakunya suatu perundang-undangan banyak bergantung pada
beberapa factor antara lain:

a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan.
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

c. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam
masyarakatnya.

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan.!?

Terjadinya efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dilatar belakangi oleh
beberapa faktor, antara lain:
a) Faktor Hukum atau Undang-Undang
b) Faktor Penegak Hukum
c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

d) Faktor Kepatuhan Masyarakat
e) Faktor Kebudayaan'

Dari kelima faktor diatas saling berkaitan terhadap tolak ukur suatu peraturan
yang sedang berlaku. Oleh karennya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas
hukum dapat dilihat dari kelima faktor tersebut.

2. PengertianPerwalian

Perwalian dalam figih disebut dengan al-walayah (Bé‘%j/\), sedangkan secara
etimologis perwalian memiliki arti (zj;,,;js) yang berarti cinta. Sedangkan hakikat

dari Y3l adalah »¥) (s yang memiliki pengertian mengurus atau menguasai

sesuatu.!'®
Wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai perempuan yang hendak menikah. Dalam artian apabila tidak ada wali
maka perkawinanya dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang
belum mukallaf atau belum baligh.!®

Jumhur ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya

perkawinan, meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut

13 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), 378.

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2018), 5.

15 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), 40.

16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan, 42.
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Imam Hanafi perkawinan tanpa wali nikah diperbolehkan, karena wali yang
menjadi syarat akad nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau
tidak sehat akalnya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat
diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali,
dengan syarat sekufu.!” Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan
yang sudah baligh dan berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri,
oleh karenanya wali nikah bagi perempaun tersebut bukan menjadi syarat sahnya
perkawinan.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat mewakilkan kepada orang
lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali khusus
dan wali umum. Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.!®
Sebagian ulama terutama madzhab hanafi membagi perwalian dalam tiga bagian,
yaitu perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri
dan harta secara bersama-sama.'”

Perwalian dalam perkawinan tergolong pada al-walayah ‘alan-nafsi waf-
malima’an, yaitu perwalian yang meliputi diri serta harta secara bersama-sama.
Perwalian ini mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah
keluarga, seperti pernikahan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas

yang kepengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan wali yang lainnya.

17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum,
1996), 37.

18 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, 11.

19 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 178.
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3. Dasar HukumWali Nikah

Kedudukan wali dalam akad nikah didasarkan pada beberapa nash Al-Qur’an

dan Hadist. Dasar hukum tersebut diantaranya :

&b V5 Jaaly w\fvg::w }yju;wak\ ) oy 3035 5] 1557 2l G g
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Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kau melakukan
utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
melunasikannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang
itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya,
dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika dia yang
berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya),
atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya
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mengimlakan dengan benar. Dan dipersaksikanlah dengan dua orang
saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-
laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dinatar
orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang
seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah
saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya yang baik (utang itu) kecil
maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada kerugian,
kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan
diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan
janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu (lakukan
demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan
bertagwalah kepada Allah, Allah member pengajaran kepadamu, dan
Allah maha mengetahui segala sesuatu. %’

Pada ayat diatas yang berhubungan dengan wali nikah adalah kalimat An

yumilla huwa falyumlil waliyyuhubil’adl yang memiliki arti hendaknya walinya

mengimlakan dengan jujur. Dari kalimat tersebut para fugoha berpendapat bahwa

seorang wali memiliki makna mampu untuk bertindak langsung dengan tanpa

bergantung izin kepada orang lain.?! Artinya seorang wali memiliki hak untuk

bertindak mengawinkan anak perempuannya, tanpa harus meminta izin kepada

orang lain, karena wali tersebut memiliki hak untuk menikahkan anak

perempuannya.

Ayat lain yang menjadi dasar hukum seorang wali dalam pernikahan adalah :
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20 Q.S al-Bagarah (2): 282, 48.
2'Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 312.
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Artinya : “ Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) tidak
mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka
(dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang
kamu miliki. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain (sama-
sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin
tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah
perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan
(pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya.
Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan
perbuatan keji (zina), maka (hukuman) perempuan-perempuan merdeka
(yang tidak bersuami. (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi
orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari
perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah
maha pengampun, Maha penyayang %

Maksud dari ayat diatas yang berhubungan dengan wali pada kalimat
fankihuhunna bi idzni ahlihinna (karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya),
artinya apabila ingin menikahi seorang hamba sahaya maka harus meminta izin
terlebih dahulu kepada orang yang telah memerdekakan hamba sahaya tersebut,
karena orang tersebut/majikan tersebut merupakan wali dari hamba sahaya.

Adapun hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wali nikah antara lain :
Jj\b )"\j A~ o\j)) ij;} ‘}!1 /C&./s Y J@ /3 ix.;lfc ) L;‘;p &) J}:ﬂj ¥ Lf':d;'i i}:\ :J:G
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22 S. An-Nisa (4): 25, 82.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



22

Artinya: “Dari Abu Musa, Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda
:Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi,

IbnuHibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).?’

Maksud dari hadis diatas adalah pernikahan yang dilakukan dengan tanpa
wali dianggap tidak sah. Karena dalam pernikahan wali nikah termasuk dalam
rukun-rukun nikah, oleh karenanya wali nikah harus ada dalam pernikahan.

Hadis lain yang menjadi dasar hukum wali dalam perkawinan, diriwayatkan

dari Aisyah bahwa Rosulullah SAW, bersabda:
b G s 03 2 &S0 st G 06 Jog B Jo & J5i5 O s 0
SULIG 13531 96 e 3e 5t G 23adl LI s 3 306 bt K8 bt 12185

(eaily arle caly 51 51l aanloly)) 8 805 Y 25 8l

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rosulullah SAW
bersabda: Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa seizing walinya
maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya
menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya karena telah menghalalkan
kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, hakimlah yang
bertindak menjadi wali bagi seseorang yang ada walinya. (HR Ahmad, Abu
Dawud, Ibnu Maajah, Tirmidzi dan ia menambahkan, “Hadist ini hasan.”
Qurthubi berkata “Hadist ini shohih.”)**

Dari hadis diatas berarti bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali maka
pernikhannya dianggap batal. Hal ini sama dengan hadis sebelumnya yang
mengatakan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Adapun hadis lain yang menjadi dasar hukum wali dalam pernikahan,

sebagai berikut:

23 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, 12.
24 |bnu Hajar Al-Asgolani, Bulughul Maram, (Darul Kutub Islamiyah, 2002), 183.
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Artinya: “Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil,
dan wali yang benar.” (HR Imam Syafii dalam Musnadnya). Imam Ahmad

mengatakan “hadist ini adalah hadist yang paling shohih dalambab ini ”.%°

Dari ketiga hadist diatas memiliki relevansi meskipun redaksinya berbeda,
persamaan tersebut terletak pada keberadaan wali dalam pernikahan yang mutlak
ada. Sebuah pernikahan dianggap tidak sah apabila tanpa seizin wali.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu rukun nikah adalah adanya
wali dalam pernikahan. Hal ini termaktub dalam Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah
dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya >

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan member
syarat bahwa perkawinan harus menggunakan wali nikah. Hal ini terdapat dalam
Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “ Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua
orang tua”.*’

Dengan beberapa dasar hukum diatas maka sangat jelas bahwa kehadiran

seorang wali dalam melangsungkan pernikahan sangat dibutuhkan.

25 Wahbah Az-Zuhailli, Figih Islam Wa Adillatuhu, 186.
26 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.
27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkwainan, pasal 6 ayat 2.
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4. Syarat-Syarat Wali

Seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Baligh
2. Berakal
3. Merdeka

Syarat baligh, berakal dan merdeka disebut sebagai kemampuan yang
sempurna.”® Dan tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang
idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, dan juga orang yang
memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan usia, atau mereka
yang memiliki gangguan akal.

4. Kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan yang diwalikan.
Maka dengan pernyataan tersebut tidak ada perwalian bagi orang non
muslim terhadap orang muslim, begitupun sebaliknya tidak ada

perwalian bagi orang muslim terhadap orang non muslim.

Dan tidak ada perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah
seorang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT,

sebagai berikut :
Sl dshdly SAU 8 0365 Sy 0930 ek sl Liaks Sty O30
B G 0 )8 R Sl sp 1 Oshlel A8 048

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain.

28 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 37.
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Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mecegahdari yang
mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada
Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah,
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana. %’

Dari ayat diatas memiliki arti bahwa seorang muslim baik laki-laki
maupun perempuan saling bersudara, sehingga mereka diharuskan untuk
saling tolong menolong, mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan
mencegah keburukan. Persaksian adalah perwalian, oleh karenanya
persaksian non muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

Adapun FirmanNya yang lain mengenai tidak diperbolehkannya

perwalian terhadap orang murtad, antara lain:

553y 1 G BB 150 4k ) ks 1l ks 1 il
Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (para muslimin) tidak
melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan
terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang besar.” *°
Maksud dari ayat diatas adalah apabila orang kafir mereka hanya
diperkenankan untuk melindungi sekelompok mereka dalam hal ibadah,
begitu pula dengan orang muslim mereka menjadi pelindung untuk kaumnya.
Maka dalam hal menjadi wali nikah, orang non muslim tidak diperbolehkan

menjadi wali nikah seorang muslim, begitupun sebaliknya.

2 QS at-Taubah (9): 71, 198.
3 QS al-Anfal (8): 73, 186.
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Hal ini juga berdasarkan dengan hadis berikut:
6&3 N a3 . Y

Artinya: “Agama Islam tinggi dan tidakada yang lebih tinggi di
atasya.”!
Adanya persyaratan dalam kesamaan agama bertujuan untuk
menyamakan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat dalam rumah
tangga.
Adapula syarat lain mengenai wali yang diperselisihkan, yaitu:
a. Laki-laki
Menurut jJumhur fugoha selain Madzhab Hanafi seorang wali disyaratkan
harus berjenis kelamin laki-laki.*> Dengan demikian maka tidak ada
perwalian perkawinan bagi perempuan, karena seorang perempuan tidak
memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.
b. Adil
Seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karenanya seorang yang durhak
tidak kehilangan hak wali dalam pernikahan kecuali kedurhakannya

melampui batas-batas kesopanan yang jelas.** Akan tetapi Imam Syafii

berpendapat bahwa seorang wali dan saksi dalam hal perkawinan

31' Wahbah Az-Zuhailli, Figih Islam Wa Adillatuhu, 186.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, 186.
33 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, 11.
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disyaratkan memiliki sifat adil, hal ini berdasarkan sabda Rosulullah

sebagai berikut:

Artinya: “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua

orang saksi yang adil.” (H.R Imam Syafii dalam Musnadnya)’?

Sebagaimana yang telah kita ketahui terdapat dua pendapat mengenai
perkawinan seorang perempuan tanpa seizing walinya. Madzhab Hanafi
memperbolehkan melakukan perkawinan tanpa seorang wali, akan tetapi jumhur
ulama berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikah dengan tanpa walinya,
maka perkawinannya dianggap batal atau tidak sah.

Pendapat pertama yang dikemukan oleh Madzhab Hanafi, apabila seorang
perempuan yang telah baligh maka dia dapat melaksanakan akad perkawinannya
sendiri, tanpa seorang wali. Alasan jumhur ulama Hanafi berpendapat seperti ini
adalah:

1) Firman Allah dalam surah Al-Bagarah ayat 230, sebagai berikut:

b et O Lgle st 6 il 3 428 1555 555 &5 a2 43S 50 il O
05418 £33 G & 3y0s Sllis B 5)is eg ST

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin
kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah.

3% Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii,
(Surakarta: Media Dzikir, 2010), 353.
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Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.””

Maksud ayat diatas adalah apabila seorang wanita telah diceraikan oleh
suaminya statusnya menjadi seorang janda. Dan apabila wanita tersebut hendak

melangsungkan perkawinan tidak perlu dengan menggunakan izin walinya.

Allah berfirman dalam surah Al-Bagarah ayat 232.
Jj;*,du“"” 30155 18] £4s15 o2l OF £a,0ass o6 €3l f <308 (..J.Uab)
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Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka
dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu
dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*°

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan menjadi pelaku
sebenarnya dalam melakukan tindakannya, yang artinya perempuan tersebut
berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini juga

berdasarkan pada sebuah hadis,
AP Py, B3 3 peld S 65 0 Lkl 55T N

Artinya: “Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya
sendiri  disbandingkan  walinya. Seorang perawan dimintakan

persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.?”

35 Q.S Al-Bagarah (2): 230, 36.
36 Q.S Al-Bagarah (2): 232, 37.
37 IbnuRusydi, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Mugtashid, Juz.2, (Beirut: Darul Fikr, 2010), 6.
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Dari hadis diatas menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak

untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.
2) Perempuan memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua transaksi
material yang berupa jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan dan lain
sebagainya. Maka dengan demikian dia dinilai memiliki kemampuan untuk

melaksakan sendiri akad perkawinannya tanpa seorang wali.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, mereka mengatakan
bahwa akad perkawinan yang dilaksakan tanpa seorang wali dianggap tidak sah.
Dan seoranag perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk melaksanakan
perkawinannya sendiri, sekalipun perempuan tersebut sudah akil baligh dan
dewasa. Maka apabila dia tetap melakukan akad perkawinan tanpa seorang wali,
perkawinannya dianggap tidak sah. Hal ini menurut pendapat mayoritas sahabat
seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a.

Beberapa alasan jumhur ulama dalam hal ini, sebagai berikut:

a) Hadis riwayat Aisyah, Abu Musa dan Ibnu Abbas,

Y\/C&g‘ﬁ

-
w7 -

AN

Artinya: “Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang

wali. 8
Selain itu adapula satu hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, sebagai

berikut:

38 Wahbah Az-Zuhailli, Figih Islam Wa Adillatuhu, 184.
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Artinya: “Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya
sendiri. Sesungguhnya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri
adalah seorang pezina. %
Dari kedua hadis tersebut sangat jelas bahwa seorang perempuan tidak
boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa seorang wali.

b) Perkawinan adalah sebuah akad yang krusial dan bersifat abadi, memiliki
maksud dalam meuwujudkan sebuah keluarga, kestabilan serta perkara yang
lainnya. Karena seorang perempuan dinilai memiliki kemampuan yang
terbatas, dan memiliki kondisi yang bersifat temporal, maka demi kebaikan
dirinya, akad perkawinan diserahkan pada walinya bukan melaksanakan

sendiri.

5. UrutanWali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok, yaitu wali garib dan wali
ab’ad. Adapun wali garib yaitu ayah, apabila ayah tidak ada maka berpindah pada
kakek.** Karena keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan,
mereka dapat pula mengawinkan anak perempuan yang masih muda tanpa meminta
persetujuan dari anak perempuan tersebut. Sedangkan yang disebut dengan wali

ab’ad adalah wali jauh, selain ayah dan kakek.

39 Wahbah Az-Zuhailli, Figih Islam Wa Adillatuhu, 185.
40 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.
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Karena tidak ada nash yang menerangkan dengan jelas mengenai urutan wali
dalam pernikahan, dengan demikian para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan
urutan wali dalam perkawinan, sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Sebagian ulama berpendapat yang berhak menjadi wali dalam perkawinan
ialah:

Ayah, Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
Saudara laki-laki kandung dan seayah.

Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.

Paman sekandung atau seayah.

Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
Sultan (Penguasa) sebagai wali hakim.*!

ShD OO o

Direktorat Jenderal bimbingan islam dan urusan haji pada tahun 1999 — 2000
mengeluarkan tertib wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

1) Ayah

2) Kakek

3) Buyut

4) Saudara laki-laki sekandung

5) Saudara laki-laki seayah

6) Anak laki-laki paman sekandung

7) Anak laki-laki paman seayah

8) Paman sekandung

9) Paman seayah

10) Cucu laki-laki paman sekandung

11) Cucu laki-laki paman seayah

12) Paman ayah sekandung

13) Paman ayah seayah

14) Anak laki-laki paman ayah sekandung
15) Anak laki-laki paman ayah seayah
16) Paman kakek sekandung

17) Paman kakek seayah

18) Anak laki-laki paman kakek sekandung
19) Anak laki-laki paman kakek seayah
20) Wali hakim*?

41 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 45.
42 Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Manasik Haji, 2000.
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Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslimnya
menggunakan madzhab Syafii sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah
laku. Adapaun tertib wali menurut Madzhab$ vafii ialah:

1) Ayah

2) Kakek

3) Anak laki-laki dan garis keturunan kebawah

4) Saudara laki-laki sekandung

5) Saudara laki-laki seayah

6) Anak saudara laki-laki dan garis keturuannya kebawah
7) Paman dari ayah

8) Orang yang memerdekakan

9) Penguasa (wali hakim)*

Wali yang jauh hanya berhak menjadi wali nikah apabila wali yang dekat tidak
ada, atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hishni menyebutkan bahwa:

z ar i

% ;&\3 o\ C%fs 2 CJ\ = (%\j N C%?\ z S gt ad % S ag U

NS e a1 % a2 BT

Artinya: “Wali yang Utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah,

saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya

saudara seayah seibu, anak laki-lakinya saudara seayah, paman, dan anak
laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini. ”#

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali dapat

berperan sesuai ururtannya. Apabila seorang wali yang terdekat dengan perempuan

masih ada maka wali pada urutan selanjutnya tidak bisa menjadi wali.

43 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa-Adillatuhu, 194.

4 Yazid Muttagin, “Ketika Nikah di tempat yang jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?”,
https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-
hakim, diakses tanggal 02 Oktober 2019.



https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim
https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim
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6. Wali Hakim

Dari tertib urutan wali diatas, ada yang disebut dengan wali agrab (wali dekat)
misalnya ayah, kakek, saudara kandung. Sedangkan wali yang lain disebut dengan
wali jauh. Di Indonesia yang disebut wali hakim ialah seorang penguasa atau
presiden, yang memberikan kuasa kepada menteri agama, kemudian Menteri
Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk
bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis
berikut:

ARITRRERY RAEN(
Artinya: “Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki
wali” (HR Abu Daud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari
Aisyah)#

Wewenang wali nasab dapat berpindah pada wali hakim apabila terdapat hal-
hal berikut:

a. Wali nasab memang tidak ada.

Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab’ad.

Wali nasab ghoib atau bepergian dalam perjalanan sejauh + 92,5 km atau
dua hari perjalanan.

Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui.

Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol)

Wali nasab mempersulit

Wali nasab sedang dalam Ihram

Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir
tidak ada.*

O T

S@ o a

45 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 204.
46 Slamet Abdidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.
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Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji pada tahun
1999-2000 mengeluarkan peraturan mengenai diperbolehkannya wali nasab
berpindah kepada wali hakim, sebagai berikut:

1) Sudah tidak ada garis wali nasab

2) Walinya mafqud (Hilang)

3) Walinya sendiri mau menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat)
4) Walinya ba’id (Jauh, sejauh masafatul qoshri : pada jarak 92 %2 km)
5) Walinya sedang sakit pitam/ayan

6) Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)

7) Walinya dicabut haknya oleh Negara

8) Walinya sedang melakukan ihram (haji/umrah)

9) Walinya tawaro (bersembunyi)

10) Walinya udzur

11) Walinya adhol/mogok?’

Sesuai dengan tertib urutan diatas, maka wali nasab dalam perkawinan dapat
berpindah kepada wali hakim apabila terjadi beberapa hal diatas.
Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:
1) Wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.
2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.*®

Akan tetapi wali hakim juga tidak berhak menikahkan apabila terjadi beberapa
hal sebagai berikut:

a. Wanita yang akan dinikahkan belum baligh.

b. Kedua belah pihak mempelai tidak sekufu (sederajat).

c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya).

47 Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Manasik Haji, 2000.
48 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.
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d. Diluar daerah kewenangannya.*’

Mengenai wali nasab yang berpindah kepada wali hakim akibat ketidak hadiran
seorang wali (ghoib) atau bepergian dalam jarak yang diperbolehkan untuk
menqoshor sholat, para imam madzhab memiliki pendapat masing-masing.
Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali apabila wali tidak ada secara terputus-putus,
maka hak perwalian berpindah kepada kerabat yang memiliki hubungan jauh
darinya. Karena menurut pendapat mereka ghoib yang jauh tidak diukur dengan
masafatul qoshri sholat, melainkan dilihat dari sulitnya perhubungan antara wali
dengan anaknya. Adapun madzhab Syafii berpendapat bahwa jika wali yang lebih
dekat secara nasab tidak ada sampi masa dua periode, atau dengan kata lain dalam
jarak menggashar sholat yaitu pada jarak 89 km, maka yang mengawinkannya
adalah penguasa atau wali hakim.>® Bukan wali yang hubungannya lebih jauh yang
menjadi wali dalam perkawinan, karena yang tidak ada adalah wali sedangkan
mengawinkan adalah hak milik seorang wali tersebut, maka apabila wali tersebut
tidak dapat melaksanaknnya, dia diwakilkan oleh hakim.

Sedangkan madzhab Maliki berpendapat sebagai berikut:

1. Apabila yang tidak ada wali mujbir yaitu ayah atau orang yang telah diberi

wasiat:
a. Apabila kepergiannya beradadi tempat yang dekat, dapat didatangi

dalam waktu sepulu hari, maka perempuan tersebut tidak dikawinkan

49 Slamet Abidin dan Aminudin, Figih Munakaht I, 92.
50 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam waAdillatuhu, 204.
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sampai dia kembali. Jika kehadirannya berada ditempat yang jauh, maka
yang dapat mengawinkannya adalah gadhi, bukan wali yang lain."!

b. Apabila bepergian jauh, yang menempuh waktu perjalanan selama 10
(sepuluh) bulan, maka jika kehadirannya dapat diharapkan, perempuan
tersebut tidak boleh dinikahkan sampai walinya hadir. Namun apabila
kehadirannya tidak dapat diharapkan maka yang berhak mengawinkan
adalah qodhi atau hakim.

2. Apabila yang tidak ada adalah wali selain mujbir, seperti saudara laki-laki
atau kakek:

a. Jika kepergiannya berada dalam jarak dekat, dapat ditempuh dalam
waktu tiga hari, apabila perempuan tersebut meminta untuk dikawinkan
dengan laki-laki yang setara, yang dubuktikan dengan ketidak beradaan
wali, maka yang berhak mengawinkannya adalah gadhi.

b. Jika keberadaannya ditempat yang jauh, dan memakan waktu lebih dari
tiga hari untuk mencapainya, maka qodhi berhak untuk

mengawinkannya. Karena dia adalah wakil dari wali yang tidak ada.>?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Madzhab Syafii dan
Maliki berpendapat bahwa apabila wali nasab tidak bisa hadir disebabkan karena
ghoib, maka tidak menggurkan hak perwalian. Mereka tetap memiliki hak
kewalian, akan tetapi karena sukar dan sulit untuk melaksanakan haknya maka

kedudukannya digantikan oleh wali hakim. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan

51'Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, 205.
52 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, 205.
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Madzhab Habali mereka berpendapat bahwa ghoibnya wali disamakan dengan wali
yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadirannya wali

agrab menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab’ad.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk
mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian lain
mengenai metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara
tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam
menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.>

33 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.
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Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.>* Subjek yang diteliti
dalam penelitian ini adalah masyarakat sosial dalam penelitian ini yaitu Kepala
Kantor Urusan Agama Kota Malang, sedangkan data yang digunakan adalah data
primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota
Malang. Data tersebut digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor
Urusan Agama Kota Malang).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif-
deskriptif yang menghasilkan data tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga menghasilkan pandangan Kepala Kantor
Urusan Agama dan implementasi Peraturan Menteri Agama. Menurut Denzin dan
Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosail dan masalah
manusia, dalam hal ini fenomena yang terjadi adalah adanya keharusan untuk
membuat surat taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman Peraturan
Menteri Agama, pandangan dari setiap Kepala Kantor Urusan Agama, serta
kelebihan dan kekurangan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

yang sedang berlaku.>

3% Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada,
2010), 133.
55 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.




40

Pada pendekatan ini, penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara
sosial, hubungan erat antara penulis dan Kepala Kantor Urusan Agama Kota
Malang sebagai subjek yang diteliti.>® Pendekatan sosiologi (Sosio legal approach)
menurut Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto pada intinya membahas
mengenai efektifitas hukum.>’ Sehingga pendekatan sosiologi dalam penelitian ini
bertujuan untuk menggali informasi sosial yang terjadi di Kantor Urusan Agama
Kota Malang, yang mana penulis melakukan interaksi langsung dengan Kepala
Kantor Urusan Agama Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau disebut dengan objek penelitian adalah tempat yang
digunakan untuk melakukan penelitian, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Objek
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Urusan Agama
Kota Malang. Dalam hal lokasi penelitian telah dilakukan di Kantor Urusan Agama
Kota Malang, meliputi: KUA Kec. Lowokwaru, KUA Kec. Klojen, KUA Kec.
Sukun, KUA Kec. Blimbing, dan KUA Kec. Kedungkandang.

D. Metode Penentuan Subjek

Berdasarkan dengan judul penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama
Kota Malang)” maka penulis mengambil subjek utama dalam penelitian ini yaitu

Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.

56 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.
57 Amiruddin dan Zainal Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 135.
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E. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa pandangan Kepala Kantor Urusan
Agama Kota Malang dan implementasi Peraturan Menteri Agama yang berlaku
sesuai dengan yang telah diamati oleh Penulis.’® Dalam hal ini penulis
menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Urusan Agama
Kota Malang.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari
dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data
pertama di lapangan.>® Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan
pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.
b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.
Data tertulis ini berupa skripsi terdahulu. Adapun data sekunder yang penulis
gunakan yaitu berupa jurnal, artikel mengenai wali nikah di tempat yang jauh,

website Kantor Urusan Agama Kota Malang dan lain sebagainya.

58 Kasiran, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.
59 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.
60 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, 128.
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a. Wawancara
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Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Kepala Kantor

Urusan Agama Kota Malang. Dalam proses ini, wawancara ditentukan oleh

beberapa factor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Factor-

faktor tersebut ialah pewawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kota

Malang, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan seputar taukil wali

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dan situasi

wawancara.’! Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan

Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang karena mereka berpengaruh dan

mumpuni dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Agama.Wawancara

dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019, 04 Desember 2019 dan 16

Desember 2019.
1.2 Tabel Daftar Nama Narasumber
No Nama KUA
1. | Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd | Kepala KUA Lowokwaru
2. | Ahmad Hadiri, S.Ag Kepala KUA Kedungkandang
3. | Drs. Abd. Afif, MH Kepala KUA Sukun
4. | Ahmad Sa’rani, S.Ag Kepala KUA Blimbing
5. | Ahmad Syaifuddin, S.H, | Kepala KUA Klojen

M.Hum

61 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.
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b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen tentang taukil wali
yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang, serta mengabadikan momen
ketika penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama
Kota Malang.5?

G. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data
yang dibutuhkan terkumpul. Untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data
yang valid maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data mengenai taukil
wali yang telah dikumpulkan baik dari wawancara dengan Kepala Kantor
Urusan Agama maupun dokumentasi mengenai Impelemtasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor
Urusan Agama Kota Malang). Dari data mengenai taukil wali tersebut,
penulis memilih data yang jelas yaitu hanya yang berkaitan dengan taukil
wali, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung
dalam fokus penelitian. Kemudian penulis merangkum sehingga dapat
tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat tentang data wawancara

yang telah di dapat.

62 Haris Herdiansyah. Metodologi penelitian Kualitatif. 143.
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b. Klasifikasi (classifying)

Dalam metode Klarifikasi penulis mengklasifikasikan data tentang taukil
wali yang diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti,
yaitu mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).
Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi tentang taukil wali
yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya sampai akhir
permasalahan mengenai taukil wali selesai dikelompokkan. Hal ini dilakukan
untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi merupakan memeriksa kembali data tentang taukil wali yang
diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dalam hal ini,
dapat dilakukan dengan mencocokkan pandangan Kepala Kantor Urusan
Agama dan implementasi Peraturan Menteri Agama yang berlaku dengan
fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis (analizying)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian yaitu mengenai
taukil wali, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan
mengverifikasikannya. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan
hukum islam, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan taukil wali

dengan pandangan dan implementasi sesuai jawaban dari Kepala Kantor
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Urusan Agama Kota Malang. Penulis menggunakan metode piramida
terbalik, yaitu menjelaskan dari hal yang umum tentang wali kepada yang
khusus atau inti yang diteliti yaitu mengenai taukil wali dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Hal ini dilakukan agar memberikan
pemahaman bagi pembaca.
. Kesimpulan (concluding)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data mengenai taukil
wali yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah
dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan

masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kota Malang

Kantor Urusan Agama adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas
Kementerian Agama yang menduduki wilayah kecamatan. Dengan kata lain Kantor
Urusan Agama merupakan pelaksana, pelayanan, pengawasan, dan pencatat
pernikahan serta berada pada setiap kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan

yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit

46
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pelaksanateknis pada kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional
dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.®?

Kota Malang menaungi lima kecamatan, sehingga terdapat lima Kantor Urusan
Agama di Kota Malang. Adapun lima Kantor Urusan Agama tersebut sebagai
berikut: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kantor Urusan
Agama (KUA) Blimbing, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor
Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen, dan
Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun.

a. Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLowokwaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari
lima kecamatan yang berada pada wilayah Kota Malang. Kantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Candi Penanggungan No.54,

dengan nomor telepon kantor (0341) 482276. Saat ini Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lowokwaru dikepalai oleh Bapak Anas Fauzi, S.Ag, M.Pd. Lokasi

Kantor Urusan Agama Lowokwaru berbatasan dengan Kecamatan Karangploso

disebelah utara, Kecamatan Blimbing diarah timur, dan sebelah barat dengan

Kecamatan Dau. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lowokwaru berada pada pusat kota Malang, sehingga dihuni oleh beragam etnis

dengan mata pencaharian yang beragam pula.

Daerah Lowokwaru memiliki suhu minimum 20°C dan suhu maksimum

28°C, dan memiliki curah hujan dengan rata-rata 2.71 mm. Kantor Urusan

63 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).
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Agama kecamatan Lowokwaru berada pada titik koordinat -7° 57°32.72” LS
dan 112° 37°22.98” BT, -7° 56°22.6” Lintang Selatan dan 112° Bujur Timur
dengan ketinggian 460 m dari permukaan laut.%

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Blimbing.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang
berada pada bagian paling utara dari kelima kecamatan yang berada di wilayah
Kota Malang. Kantor Urusan Agama Blimbing beralamat di Jalan Indragiri
IV/11, dengan nomor telepon (0341) 471104. Saat ini yang menjabat sebagai
kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing adalah Bapak Ahmad
Sa’rani, S.Ag. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada pada titik
koordinat -7° 59°30,04” LS dan 112° 38°51.68” BT dengan ketinggian 430
diatas permukaan laut. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada pada
2.21 Km dari tugu Balai Kota Malang, sehingga 60% luas wilayah kerjanya
berada di utara Kota Malang.®

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing memiliki wilayah kerja yang
paling luas dibandingkan dengan kelima kecamatan yang berada di Kota
Malang, dimana 20% luas wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Oleh sebab
itu sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Blimbing masih kental

dengan budaya jawanya. Mayoritas masyarakat kecamatan Blimbing berprofesi

64 http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html,
diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

65 https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html, diakses
pada tanggal 10 Desember 2019.
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sebagai pedagang, pegawai, dan yang tinggal di daerah pedesaan berprofesi
sebagai petani.
c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klojen.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada di Jalan Pandeglang No.
14, berada di Kelurahan Penanggungan, dengan nomor telepon (0341) 551 853.
Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dikepalai oleh Bapak Ahmad
Syaifuddin, S.H, M.Hum. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berbatasan
dengan Kecamatan Lowokwaru di sebalah barat, Kecamatan Blimbing sebelah
timur, dan Kecamatan Sukun disebelah Utara dan Timur. Sedangkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Klojen berada pada titik kordinat -7° 57°32.73” LS
dan 112° 37°22.98” BT dengan ketinggian 467.19 m dari permukaan laut.®

Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada diatas tanah
milik BKM Kota Malang seluas 300 m2, dengan luas bangunan 90 m2. Sekitar
tahun 1972/1973 dengan dana pembangunan gedung dari Balai Nikah
Departemen Agama RI menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.565.825,-.
Bangunan tersebut diresmikan dan mulai bisa digunakan pada tanggal 1 Januari
1973. Kemudian pada tahun 1976 dilakukan perluasan bangunan dengan
menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan menggunakan biaya swadaya
sebesarRp. 815. 825,- dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1977. Pada Tahun

2006 dikarenakan banyak karusakan bangunan makadi adakan rehab dengan

% http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html, diakses pada tanggal
13 Desember 2019.
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menggunakan dana perawatan kantor sebesar Rp. 10.000.000,- dan selesai pada
bulan Desember 2006.°

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen juga berada pada tengah pusat
Kota Malang, serta menempati lingkungan pusat pendidikan. Oleh sebab itu
terjadi percampuran budaya ditengah masyarakat Kecamatan Klojen. Dengan
bercampurnya budaya yang terjadi ditengah masyarakat Klojen menjadi tugas
tersendiri khusunya bagi aparat pemerintaan agar pandai dalam bersikap
melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.

d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kedungkandang.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang berada di Jalan Ki Ageng
Gribig, dengan nomor telepon (0341) 65138. Kecamatan Kedungkandang
berada pada titik koordinat -7° 99°17.92” LS dan 112° 64°78.23” BT.% Saat ini
yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang adalah Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. Kecamatan
Kedungkandang merupakan salah satu dari kelima kecamatan yang berada di
wilayah Kota Malang. Dahulu kala sebelum terjadinya pemekaran wilayah di
Kota Malang, pada dekade 80-an Kecamatan Kedungkandang merupakan
kecamatan tertua di Kota Malang.

e. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukun

67 http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html, diakses pada tanggal
13 desember 2019.
%8 http://kuakedungkandang.blogspot.com/, dikases pada tanggal 14 Desember 2019.
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun berada di Jalan Randu Jaya Nomor
2, dengan nomor Telepon (0341) 804330. Saat ini Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukun dikepalai oleh Bapak Drs. Abd. Afif, M.H. Kantor Urusan
Agama kecamatan Sukun merupakan salah satu dari lima kecamatan yang
berada di Kota Malang. Kecamatan Sukun terletak bebatasan dengan kecamatan
Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing disebelah Utara, di sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang, dan disebelah barat dengan
Kecamatan Lowokwaru. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun terletak pada
titik koordinat -8° 00°44.97” LS dan 112° 61°85.99” BT.%
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kota Malang
Dalam melaksanakan pelayan pada masyarakat Kota Malang dibidang agama

islam, maka perlu ditetapkannya visi dan misi sebagai acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan pelayanan.

a. Visi
Terwujudnya pelayanan yang memuaskan di bidang Agama Islam.
b. Misi

1) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia

2) Menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.

3) Menerapkan pelayanan prima di bidangwakaf

4) Mengembangkan, dan meningkatkan manajemen dan pendayagunaan

masjid.

% http://kuasukunmalang.blogspot.com/, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
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5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan
masyarakat.
6) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal.

7) Memperkokoh kerukunanan umat beragama.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2
menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas
melaksanan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.”

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memilki fungsi dalam
menyelenggarakan tugas, sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan
rujuk.

2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.

3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA
kecamatan.

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan kesyariahan.

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.

8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

70 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 2.
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9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.”!

Selain yang telah disebutkan diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat
melaksanakan fungsi lain, yaitu melaksanakan layanan bimbingan manasik haji

bagi calon jamaah haji regular.

B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh karenanya
tidak adanya wali dalam perkawinan dianggap tidak sah suatu perkawinan tersebut.
Dalam perkawinan wali dibagi menjadi dua bagian, yaitu wali nasab dan wali
hakim. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang wali nasab yaitu mereka yang
memiliki hubungan darah patrinial dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan
wali hakim adalah seorang penguasa Negara atau dalam hal ini disebut dengan
Presiden yang telah melimpahkan kekuasaanya kepada Kementerian Agama,
kemudia Kementerian Agama juga melimpahkan kekuasannya kepada Kepala
Kantor Urusan Agama kecamatan untuk menjadi wali bagi calon mempelai
perempuan yang tidak memiliki wali nikah.

Berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah sebab wali nasabnya ghoib. Ghoib yang
dimaksud disini adalah ketika akad perkawinan wali nasabnya tidak berada pada

wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan atau berada dalam jarak yang

I Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.
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melebihi diperbolehkannya mengqoshor sholat. Akan tetapi dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika
akad perkawinan maka wali tersebut harus membuat surat taukil wali. Peristiwa
seperti ini terjadi dibeberapa Kantor Urusan Agama, salah satunya adalah Kantor
Urusan Agama Kota Malang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kedungkandang:

“Wali ghoib karena masafatul qoshri itu artinya dia berada pada jarak yang
melebihi ketentuan untuk mengqoshor sholat. 2

Pendapat tersebut dikuatkan dengan jawaban dari Bapak Anas Fauzi, M.Ag
selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

“Karena keterbatasan sesuatu, sehingga wali tidak bisa menghadiri akad nikah
putrane. Sesuatu itu apa saja, satu yaitu karena jarak jauh minim transportasi,
minim kesehatan, atau karena tugas kerjaan atau adanya proyek dengan otaknya
dia yang tidak bisa ditinggal "

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai taukil wali disebabkan
karena walinya ghoib, yang mana ghoibnya berada dalam jarak diperbolehkannya
menggoshor sholat. Adapun peralihan taukil wali sebab wali ghoib tersebut bisa
disebabkan karena jarak yang jauh antara wali nasab dengan calon mempelai
perempuannya sehingga kurangnya biaya transportasi, atau memiliki tugas kerja

yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut wali nasab

2 Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 23 Oktober 2019).
3 Anas Fauzie, Wawancara, (Malang, 4 Desember 2019)
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yang berada pada jarak masafatul qoshri ketika hendak mengakadkan anak
perempuannya diperbolehkan berpindah kepada wali hakim dengan cara membuat
surat taukil wali.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberi syarat kepada
wali yang tidak hadir saat akad nikah dengan membuat surat taukil wali dihadapan
Kepala KUA  kecamatan/penghulu/PPN LN yang sesuai  dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Bapak
Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Klojen mengatakan:

“Taukil wali itu walinya ada cuma tidak bisa hadir kerena sebab sebab tertentu.
Saat ini masafatul goshri tidak ada di PMA 20 Tahun 2019, karena repot untuk
memeriksanya, sehingga menggunakan wali bil kitabah

Dalam wawancara diatas Bapak Ahmad Syaifuddin mengatakan bahwa dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengakomodir adanya wali
hakim sebab masafatul qoshr iatau yang disebut dengan wali ghoib, dengan alasan
kesusahan dalam pemeriksaan, sehingga saat ini menggunakan wali bil kitabah atau
yang lebih dikenal dengan istilah taukil wali.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Anas Fauzie, S.Ag M.Pd selaku Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru yang mengatakan bahwa:

“Taukil wali bil kitabah itu sebuah permohonan kepada Kepala KUA tempat

anak nikah agar dinikahkan dengan maskawin sesuai yang ditentukan kedua belah

7 Ahmad Sa’rani, Wawancara, (Malang, 4 Desember 2019).
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pihak, si bapak tidak bisa hadir karena alasan tertentu sedangkan pernikahan
harus dilaksanakan maka taukil wali bil kitabah "

Dari hasil wawancara diatas bahwa taukil wali bil kitabah adalah sebuah
permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat calon
mempelai perempuan, yang kemudian meminta Kepala Kantor Urusan Agama
untuk menikahkan sesuai dengan mahar yang telah ditentukan oleh kedua calon
mempelai. Taukil wali bil kitabah tersebut dilakukan karena orang tua atau wali
nasab tidak bisa hadir ketika akad berlangsung, sehingga dia membuat surat
permohonan taukil wali bil kitabah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukun Bapak Drs. Abd. Afif, M.H, memberikan penjelasan mengenai taukil wali
bil kitabah, sebagai berikut:

“Apabila wali nasab tidak bisa hadir dikarenakan sedang berada diluar kota,
atau memiliki pekerjaan yang benar-benar tidak bisa ditinggal, atau jatuh sakit
yang mengakibatkan tidak bisa hadir. Missal ayah kandungnya sudah tua renta,
dan sakit-sakitan, nah ayahnya berada di lumajang. Karena sakit maka beliau tidak
bisa hadir, akhirnya membuat surat taukil wali. Yang sesuai dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.”7°

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Afif dapat dipahami bahwa
wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan anak perempuannya, maka
dia harus membuat surat taukil wali sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 Pasal 12 (5) sebagai berikut:

(5) Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali

dihadapan Kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan

domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”’

> Anas Fauzie, Wawancara, (Malang, 4 Desember 2019).
6 Abd.Afif, Wawancara, (Malang, 16 Desember 2019).
7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).
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Dari pemaparan diatas dapat dimenegerti bahwa Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 memberikan aturan untuk membuat surat taukil wali bagi
wali nasab yang tidak hadir ketika akad. Ketidak hadiran wali tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor, diantarnya wali nasab berada diluar kota, wali nasab sedang
melakukan perkerjaan yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, wali nasab jatuh
sakit sehingga tidak bisa mengadiri akad perkawinan anak perempuannya. Adanya
aturan tersebut sanget berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2007 sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ketika
wali nasab berhalangan hadir, yang ketidak hadirannya disebabkan karena wali
nasab berada ditempat lain atau berada dalam jarak yang memungkinkan untuk
menggoshor sholat maka secara otomatis yang menikahkan adalah wali hakim,
tanpa membuat surat taukil wali. Dari perbedaan tersebut maka muncul pendapat
yang berbeda diantara para Kepala Kantor Urusan Agama.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum mengenai
pandangan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ialah:

“Membandingkan hukum pasti ada sisi baik dan buruk, dari sisi perwalian dan
sisi munakahatya, itu memang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
lebih maju dan lebih lengkap dari pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun
2007. Karena wali diatur, wali bil kitabah diatur, bahkan diberikan contoh
formatnya biar sama kan begitu, dulu kan macem-macem to. Tapi substansinya
KUA itu hanya menerangkan ada orang wakil kepada KUA ini. Dan saya setuju
dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini, karena KUA
kan hanya pelaksana mba. ”’*

Menurut penjelasan Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum ketika

membandingkan dua hukum pasti memiliki kebaikan dan keburukuan. Dalam

8 Ahmad Syaifuddin, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
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Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pembahasan mengenai wali diatur
secara rinci, mulai dari pembahasan mengenai wali nikah, dan ada pula pembahasan
mengenai wali bil kitabah. Bahkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 format mengenai taukil wali juga diberikan contoh, agar semua surat
taukilnya sama seluruh Indonesia. Bapak Ahmad Syaifuddin sendiri setuju dengan
adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, karena menurut beliau
tugas Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana saja.

Begitu juga dengan pendapat Bapak Ahmad Sya’rani, S.Ag selaku Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, beliau berpendapat bahwa:

“Jadi perubahan regulasiitu plus minus juga, adanya perubahan peraturan ini
sebenarnya KUA sering diminta matrik analisis plus minusnya aturam, tapi
kenyataannya ketika peraturan keluar ya masih ada kelemahan-kelemahannya.
Sebenarnya bagi KUA itu juga polemic mba, masafatul qoshri itu fighiyyah, agar
lebih aman memang penentuan walinya itu di pengadilan. Selama ini kan seakan-
akan KUA diberi kewenangan untuk mengeksekusi apakah boleh wali hakim ketika
masafatul goshri, ataukah tetap dilarang. Jadi menurut saya dilihat lebih kuat
mana wali nasab apa wali hakim dengan alasan masafatul goshri. Kalau masih
bisa wali nasab lebih baik wali nasab dengan cara taukil wali bil kitabah, dari pada
harus berpindah kepada wali hakim.””

Dari penjelasan Bapak Ahmad Sya’rani dapat dimengerti bahwa untuk
menetapkan status wali dalam perkawinan apabila walinya sedang berada diluar
kota dan mencapai jarak untuk diperbolehkannya mengqgoshor sholat maka dapat
dilihat dari seberapa kuat posisi wali nasab atauw ali hakim. Dan untuk menjaga
keamanan memang sebaiknya penetapan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Beliau juga menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

mengenai taukil wali.

7 Ahmad Sa’rani, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
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Begitu juga menurut Ahmad Hadiri S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungkandang, beliau mengatakan:

“Ya saya sangat setuju dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20
tahun 2019 ini, karena menurut saya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 ini dalam rangka menjembatani permasalahan, hanya saja apabila Peraturan
Menteri Agama ini diberlakukan perlu edaran dari Kementerian Agama Pusat
kepada selurun KUA yang ada di Indonesia. Karena menurut saya Peraturan
Menteri Agama ini yang paling rasional dengan taukil bil kitabah. ”.*°

Menurut beliau menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat
mengenai taukil wali yang berada diluar daerah, maka Peraturan Menteri Agama
nomor 20 tahun 2019 yang mengharuskan membuat surat taukil wali dirasa sudah
tepat. Untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan lingkungan
Kantor Urusan Agama, maka Kementerian Agama pusat seharusnya meberikan
sosialisasi mengenai taukil bil kitabah tersebut, sehingga tidak menimbulkan
kesalah pahaman di tengah masyarakat.

Sedangkan menurut Drs. Abd. Afif, M.H mengatakan bahwa:

“Peraturan Menteri Agama kanmerupakan bagian dari perintah negara yang
harus kita tepati, karena didalamnya memiliki konsekuenasi. Adanya perubahan
peraturan dari tahun sebelumnya pasti membawa kemaslahatan meskipun masih
memilki kekurangan. Ya saya setuju saja dengan adanya Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 ini. Karena kita tugasnya sebagai pelaksana, maka kita
jalankan saja. %’

Menurut beliau Bapak Drs.Abd. Afif karena kita sebagai pelaksana maka
tugasnya melaksanakan dan menjalankan apa yang ada dalam peraturan Menteri

Agama tersebut, karena setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Menteri

Agama pasti membawa kepada hal baik.

80 Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 23 Oktober 2019).
81 Abd. Afif, Wawancara, (Malang, 16 Desember 2019).
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Dan yang terakhir menurut Bapak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd, beliau mengatkan
bahwa:

“Menurut saya tidak ada masalah atas perubahan Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019, semua berjalan dengan baik. %

Pendapat Bapak Anas Fauzie beliau lebih memilih untuk melaksanakan
peraturan yang ada sesuai instruksi, dan tidak memberikan komentar lebih.

Dari paparan wawancara diatas dapat dimengerti bahwa mereka memiliki
beberapa persamaan mengenai pandangan terhadap Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali. Yang mana sebagian besar dari mereka
memilih untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama yang sedang berlaku.

C. Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Taukil Wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Implementasi merupakan sebuah penerapan peraturan yang berlaku dalam
masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala
Kantor Urusan Agama Kota Malang mengenai implementasi Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 tahun 2019 memperoleh hasil yang berbeda pada setiap Kantor
Urusan Agama.

Seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, beliau
Bapak Ahmad Sya’rani mengatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada permasalahan mengenai wali hakim sebab wali ghoib atau
wali masafatul qoshri, akan tetapi kemarin ada sedikit kasus pada Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Contoh misalnya kemarin ada kasus dari
Lumajang, kemarin orang tuanya sakit, udah sepuh, dan dia tidak bisa jalan. Maka

8 Anas Fauzi, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
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ditetapkan walinya untuk menikahkan. Jadi masing-masing tahun periode
Peraturan Menteri Agama (PMA) itu banyak kelemahan dan kelebihan. %

Menurut pendapat Ahmad Sa’rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Blimbing mengatakan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Blimbing selama ini tidak pernah terjadi permasalahan mengenai taukil wali yang
disebabkan karena wali nasabnya berada dalam jarak yang diperbolehkannya
menqoshor sholat, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 yang dalam hal wali memberikan peraturan apabila wali tidak hadir saat akad
maka wali harus membuat surat taukil wali. Dengan terbitnya Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut muncul kasus dengan salah satu contoh wali
nasabnya berada diluar daerah Malang tepatnya tinggal di daerah Lumajang,
dengan kondisi yang sudah tua, sakit-sakitan, dan sudah tidak dapat berjalan, maka
la tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya di Malang. Sehingga dilakukan
penetapan wali, yang akhirnya membuat surat taukil wali atau wali bil kitabah
untuk melaksakan perkawinan.

Dijelaskan juga mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Drs.Abd. Afif, M.H
mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang baru
ini memberikan kemudahan orang untuk melakukan perkawinan apabila walinya
ghoib atau berada diluar daerah dengan jarak yang diperbolehkan untuk
menggoshor sholat. Dulu ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
masih berlaku ada kasus manipulasi data, jadi waktu itu ada orang mau menikah
dan walinya tidak diketahui keberadaannya, keluarga calon mempelai perempuan
juga enggan melakukan pencarian. Akhirnya agar bisa dilakukan perkawinan

mereka memanipulasi dengan mengatakan bahwa walinya sudah tidak ada. Setelah
perkawinan dilangsungkan ayah kandungnya datang dan mengatakan bahwa

8 Ahmad Sa’rani, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
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dirinya tinggal didaerah Kecamatan Blimbing. Itu salah satu contoh mba, dengan
adanya Peraturan Menteri Agama yang baru ini kan jadi meminimalisir adanya
manipulasi data. Meskipun juga ada beberapa kasus yang terjadi setelah terbitnya
PMA 20 tahun 2019 ini, ya salah satunya ada orang hendak melangsungkan
perkawinan tapi ayahnya berada di Kalimantan, maka membuat surat taukil wali
kepada Kepala KUA untuk menjadi wakil wali dari ayahnya. Nah
permasalahannya itu dari KUA Kalimntan itu hanya menyertakan penunjukan
taukil wali kepada Kepala KUA saja, padahal seharunya disertakan tanda garis
miring yang menunjukkan bahwa selain Kepala KUA, penghulu setempat juga
diperbolehka nmenjadi wakil wali. ’%*

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memiliki beberapa permasalahan. Seperti
yang kita ketahui bahwa setiap peraturan melahirkan perubahan yang memiliki nilai
positif dan negatif. Salah satu kasus implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor
11 Tahun 2007 yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yaitu
adanya manipulasi data yang mengatakan bahwa wali nasab sudah menghilang dan
tidak diketahui keberadaannya. Agar memudahkan dan mempercepat proses
perkawinan beberapa masyarakat menggunakan cara manipulasi data sehingga hal
tersebut sangat merepotkan pihak Kantor Urusan Agama untuk meneliti dengan jeli
kebenaran data yang diperoleh.

Permasalahan yang timbul setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor 20
Tahun 2019. Salah satu contoh yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukun yaitu ketika meminta surat taukil wali dari Kantor Urusan Agama tempat

tinggal wali tidak menyertakan kalimat penunjukkan selain Kepala Kantor Urusan

Agama untuk menjadi wakil wali. Hal ini menjadi masalah karena ditakutkan di

8 Abd. Afif, Wawancara, (Malang, 16 Desember 2019).
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Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan perkawinan, Kepala Kantor Urusan
Agama memiliki tugas lain sehingga tidak bisa menjadi wakil wali.

Dengan permasalahan tersebut maka Bapak Drs.Abd. Afif memberikan
peringatan agar setiap orang yang hendak meminta taukil wali harus disertakan
kalimat penunjukan wakil selain Kepala Kantor Urusan Agama, yaitu kepada
Penghulu. Dalam penjelasan Bapak Ahmad Hadiri mengenai impelemntasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungkandang juga memiliki beberapa kasus, beliau mengatakan
bahwa:

“Jadi gini, ada orang Malang kerja di Nusa Tenggara Timur, KTPnya Malang
dan dia tidak punya uang untuk kembali ke Malang, kemudian dia datang ke KUA
NTT, karena dia bukan warga sana, dan dia tidak memiliki KTP sana, maka KUA
sana tidak memberikan izin. Dengan keadaan seperti itu maka orang yang
bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa dia benar benar tidak bisa hadir
karena masalah finansial, setalah itu orang yang bersangkutan mengirimkan surat
ke kelurahan bahwa walinya betul betul berada di NTT dan tidak bisa pulang, pihak
Kelurahan setuju, kemudian ikrar kepad asaya. Itu permasalahan yang terjadi
setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Memang benar
mba pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 banyak terjadi
manipulasi data sehingga mengharuskan pihak KUA untuk melakukan pengecekan
data lebih jeli, agar tidak terjadi kebobolan kasus manipulasi data. "%

Dari penjelasan informan yang diterima oleh penulis menghasilkan jawaban
bahwa adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kedungkandang banyak terjadi manipulasi data, seperti yang

terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun. Hal ini dikarenakan tidak

adanya peraturan yang jelas mengenai wali yang tidak hadir ketika akad

85 Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 23 Oktober 2019).
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dikarenakan berada dalam luar daerah pada jarak yang diperbolehkan untuk
mengoshor sholat.

Sedangkan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang juga terdapat permasalah,
seperti ketika wali nasab berada diluar daerah dan dalam jarak diperbolehkan untuk
menqoshor sholat, kemudian dia tidak bisa hadir untuk mengakadkan anak
perempuannnya dikarenakan masalah biaya, maka dia harus meminta surat taukil
wali di Kantor Urusan Agama tempat dia berada. Akan tetapi pihak Kantor Urusan
Agama Nusa Tenggara Timur tidak memberikan izin dengan alasan dia tidak
memiliki KTP Nusa Tenggara Timur.

Hemat penulis dari data yang diperoleh hampir semua Peraturan Menteri Agama
memiliki kekurangan dan kelebihan ketika diimplementasikan dalam kehidupan.
Akan tetapi tidak semua Kantor Urusan Agama memiliki permasalahan ketika
menerapkan Peraturan Menteri Agama tersebut. Karena berbeda subjek dan
objeknya maka berbeda pula hasil implementasi Peraturan Menteri Agama tersebut.

Impelentasi Peraturan Menteri Agama yang terjadi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Klojen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Dari dua
Kantor Urusan Agama tersebut dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri
Agama tidak terjadi suatu permasalahan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anas
Fauzie, S.Ag, M.Pd:

“KUA itu nurut aturan, jadi selama ini tidak ada permasalahan. Dan
implementasinya sama dengan yang sekarang. Dulu itu ya ada permohonan taukil

wali tapi tidak semua menggunakan. Sebab secara agamis itu kan wes pokok adoh
iku wali hakim, hanya saja untuk menambah kehati-hatian kebenaran keabsahan
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itu maka dikuatkan dengan surat. Kalo Peraturan Menteri Agama sekarang itu
hanya menguatkan. %

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini ya tidak ada permasalahan. Jadi Peraturan Menteri Agama
Nomor20 Tahun 2019 ya bagus, tapi lambat laun kan harus menyesuaikan
kebutuhan zaman jadi ya dilakukan perubahan Peraturan Menteri Agama.”*’

Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tidak menimbulkan permasalahan. Karena
sejauhini Peraturan Menteri Agama tersebut berjalan dengan baik. Dengan tidak
adanya permasalahan yang terjadi maka hal ini patut menjadi sebuah pertanyaan

yang dapat dianalisis hasilnya.

D. Analisis

Paparan data diatas merupakan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan
dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dengan hasil wawancara
tersebut penulis mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.
Dalam bab ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana
pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap taukil wali dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. (2) Bagaimana implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor

Urusan Agama Kota Malang.

8 Anas Fauzie, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
87 Ahamd Syaifuddin, Wawancara, (Malang, 04 Desember 2019).
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Dari dua rumusan masalah tersebut terangkum dalam penelitian yang dilakukan
penulis dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun
2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).”

Berikut adalah hasil analisis yang penulis peroleh dari jawaban informan, dengan

menggunakan kajian pustaka sebagai pisau analisisnya:

1). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil

wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Wali dalam sebuah pernikahan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh
karenanya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut
dianggap tidak sah. Adapun orang-orang yang berhak dikatakan sebagai wali dapat
digolongkan dalam tiga macam, antara lain : wali nasab, wali hakim dan wali
muhakkam. Dari ketiga macam wali tersebut penulis akan membahas mengenai
wali hakim.

Wali hakim adalah seorang sultan atau kepala Negara atau Presiden yang telah
memberikan kuasa kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga
memberikan kuasa kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai wali

nikah bagi orang yang tidak memiliki wali.®® Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 40.
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Artinya: “Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki
wali.”%
Berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain:

a. Wali nasab memang tidak ada.

b. Tidak cukupnya syarat-syarat yang dimiliki wali agrabatau wali ab'ad.

c. Wali nasab ghoib atau bepergian dalam perjalanan sejauh +92,5 km atau dua
hari perjalanan.

Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui.

Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol)

Wali nasab mempersulit.

Wali nasab sedang dalam ihram.

Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak
ada.”

S@ oo

Melihat dari sebab berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim
yang salah satunya adalah apabila wali nasab ghoib atau bepergian dalam
perjalanan £92,5 km atau dua hari perjalanan, maka secara otomatis kewenangan
wali nasab berpindah kepada wali hakim. Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 dalam pasal 12 (5) yang berbunyi:

(5) Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali
dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”’

Dengan adanya peraturan tersebut seolah-olah menutup pintu hakim untuk

menjadi wali nikah. Padahal melihat dari berpindahnya kewenangan wali nasab
kepada wali hakim salah satunya adalah walinya ghoib atau sedang bepergian

dalam waktu yang diperbolehkan untuk mengqgoshor sholat. Dari sini penulis

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, 204.
% Slamet Abdidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, 92.
%1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).
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menyimpulkan adanya perbedaan antara Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 dengan hukum islam. Selain berbeda dengan hukum islam, Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga berbeda dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam hal taukil wali. Yang mana dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak member batasan, atau tidak member
syarat apabila terjadi wali ghoib atau wali yang bepergian sejauh jarak
diperbolehkannya mengoshor sholat.

Penjelasan yang penulis peroleh dari informan mengenai pandangan Kepala
Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama Kota
Malang memiliki pendapat yang sama. Mereka sama-sama menyetujui adanya
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, akan tetapi dengan alasan yang
berbeda.

Dalam paparan Abd.Afif selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukun bahwa beliau menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama
dengan alasan, Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum
yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Negara Indonesia sudah sepantasnya
untuk menjalankan dan mentaati peraturan tersebut, karena setiap peraturan pasti
melahirkan konsekuensi hukum.

Selain itu menurut pendapat Anas Fauzie selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin selaku Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Klojen menyatakan bahwa mereka sama sama menyetujui

adanya perubahan Peraturan Menteri Agama dengan alasan Kantor Urusan Agama
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berperan sebagai pelaksana bukan pembuat peraturan, oleh karenanya wewenang
Kantor Urusan Agama hanya sebatas melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan
saja. Terlepas dari permasalahan yang kemungkinan terjadi, karena setiap peraturan
pasti memiliki sisi positif dan negative.

Adapun dalam paparan Ahmad Sa’rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Blimbing mengenai pandangannya terhadap taukil wali dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, beliau menyetujui perubahan
tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya Kantor Urusan Agama
diminta untuk memberikan matrik analisis terhadap peraturan yang telah
ditetapkan. Tujuannya agar perubahan Peraturan Menteri Agama bisa memperbaiki
masalah yang terjadi. Namun ketika peraturan tersebut dikeluarkan masih terjadi
beberapa kendala. Hal ini menjadi wajar terjadi karena setiap peraturan memiliki
kelemahan dan kelebihan tersendiri.

Selain dari paparan tersebut Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungkandang menyatakan bahwa dirinya menyetujui adanya
perubahan Peraturan Menteri Agama. Dengan alasan, adanya perubahan Peraturan
Menteri Agama tersebut sebagai sarana untuk menjembatani persoalan yang terjadi
pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu dengan banyaknya manipulasi
data megenai wali. Beliau juga berpendapat bahwa adanya keharusan untuk
membuat surat taukil wali merupakans olusi yang paling rasional untuk mencegah
adanya manipulasi data.

Dari paparan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kepala Kantor

Urusan Agama Kota Malang memiliki pandangan yang serupa mengenai taukil wali
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dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Akan tetapi ada beberapa
perbedaan yang menjadi dasar mereka menyetujui perubahan Peraturan Menteri
Agama, antar lain: (1) Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana peraturan,
bukan sebagai pembuat peraturan. Oleh karenanya mereka hanya menjalankan dan
menyetujui peraturan yang telah ditetapkan. (2) Peraturan Menteri Agama
merupakan salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai warga
Negara Indonesia sudah sepantasnya untuk mentaati dan menjalankan peraturan
tersebut. (3) Perubahan Peraturan Menteri Agama ini menjadi solusi untuk
menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada Peraturan Menteri Agama
sebelumnya. (4) Perubahan regulasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sebenarnya Kantor Urusan Agama juga selalu dimintai matrik analisis plus
minusnya sebuah peraturan, akan tetapi ketika peraturan tersebut diterbitkan
kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Karena yang
berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana
member keharusan untuk membuat surat taukil wali, maka beliau menyetujuinya.
Akan tetapi penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Kepala Kantor
Urusan Agama Kota Malang. Dalam Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak memberikan syarat untuk
membuat surat taukil wali bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad
perkawinan.Yang mana menurut penulis adanya persyaratan untuk membuat surat
taukil wali bagi wali ghoib atau wali yang berada dalam jarak +92,5 Km atau dua

hari perjalanan merupakan syarat yang memberatkan calon pengantin. Selain
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memberatkan, adanya syarat tersebut juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum

Islam Pasal 23 (1) yang berbunyi:
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.®?

Melihat dari pasal tersebut jelas sekali bahwa adanya persyaratan dalam
membuat surat taukil wali merupakan hal yang bertentangan dengan Kompilasi
Hukum Islam. Bagimana bisa sebuah hukum yang masihs ama-sama berlaku tetapi
bertentangan dalam isi peraturannya. Adapun figh madzhab Syafii yang mayoritas
masyarakat Indonesia menggunakannya, dalam hal berpindahnya kewenangan wali
nasab kepada wali hakim. Apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad
perkawinan dikarenakan walinya ghoib yang bepergian dalam jarak yang
diperbolehkannya menqoshor sholat maka yang mengawinkan adalah penguasa
atau wali hakim. Yang menjadi wali nikah bukan wali yang memiliki hubungan
jauh dengan calon pengantin. Hal ini dikarenakan yang tidak ada adalah wali,
sedangkan hak mengawinkan adalah milik seorang wali tersebut. Oleh karenanya
kewenangan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam hal ini diperbolehkan.

Taukil wali yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 merupakan sebuah syarat bagi wali yang berhalangan hadir. Isi Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 12 (5) berbunyi:

%2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 (1).
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“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil
wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”*?

Melihat dari isi Peraturan Menteri Agama tersebut seolah-olah mengaharuskan
bahwa apabila wali nasab berhalangan hadir maka harus taukil wali, tidak boleh
wali hakim dan tidak boleh intigol ila ab’ad (berpindah kepada wali nasab yang
jauh). Dengan adanya persyaratan taukil wali tersebut menurut pendapat penulis
seolah-olah menutup rapat pintu hakim untuk menjadi wali nikah.

Memang disisi lain ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
masih berlaku banyak sekali manipulasi data mengenai keberadaan wali, akan tetapi
seharusnya pihak Kantor Urusan Agama tidak serta merta menerima data wali
tersebut, mereka diharuskan untuk meneliti dengan jelas data yang diperoleh. Serta
tidak sepatutnya pula hukum tidak member ruang bagi wali hakim untuk menjadi
wali nikah.

2). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Taukil Wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Dalam rumusan masalah yang kedua membahas mengenai implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota
Malang. Pada analisis ini penulis akan menjelaskan hasil pengolahan data yang
telah penulis peroleh dari wawancara dengan informan.

Menurut paparan dari hasil wawancara dengan Ahmad Sa’rani selaku Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menjelaskan bahwa Kantor Urusan

% Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).
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Agama Kecamatan Blimbing sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2019. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kasus, salah satunya
adalah ada seorang wali nasab yang berada di Lumajang, wali tersebut sudah tua
dan sakit-sakitan, bahkan sudah tidak bisa berjalan. Dengan adanya hal seperti ini
maka harus dilakukan penetapan wali. Menurut beliau penetapan wali sebaiknya
dilakukan di Pengadilan agar lebih jelas. Namun dengan adanya Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan wali ghoib untuk membuat surat
taukil wali maka masyarakat harus menjalankannya. Beliau juga menjelaskan
sebenarnya adanya keharusan untuk membuat surat taukil wali menjadi polemic
sendiri bagi Kantor Urusan Agama, namun karena peran mereka hanya sebagai
pelaksana maka mereka melaksanakan peraturan yang sedang berlaku. Meskipun
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal wali lebih
dibahas secara terperinci.

Selain itu Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang telah mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Beliau juga
menjelaskan bahwa meskipun telah ditetapkan aturan yang baru akan tetapi masih
muncul beberapa persoalan, seperti ada seorang wali nasab yang beralamat di
Malang kemudian bekerja di Nusa Tenggara Timur. Karena dia tidak bisa pulang
untuk menghadiri akad perknikahan anaknya maka dia ingin bertaukil wali dan
datang ke Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur, namun karena KTP yang
dia miliki adalah KTP Malang, dan dia bukan warga Nusa Tenggara Timur maka

Kepala Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur menolaknya. Dengan
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demikian beliau menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 merupakan solusi untuk menjawab persoalan yang timbul pada peraturan
sebelumnya vyaitu mengenai manipulasi data wali. Akan tetapi apabila Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini ditetapkan seharusnya Kementerian
Agama pusat member pengertian dan sosialiasi kepada seluruh Kantor Urusan
Agama yang berada di Indonesia.

Adapun pemaparan dariAbd.Afif, M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama meruapakn salah
satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Kantor Urusan Agama
Kecanatan Sukun menjalankan peraturan tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa
setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjumpai
beberapa persoalan, seperti adanya orang yang hendak melangsungkan perkawinan
akan tetapi ayahnya sedang berada di Kalimantan, kemudian dia datang ke Kantor
Urusan Agama Kalimantan untuk melakukan taukil wali. Dari Kantor Urusan
Agama Kalimantan memberikan surat taukil wali hanya saja dalam penunjukkan
wakil tidak disertakan Penguhulu sebagai wakil dari wali nasab tersebut, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kalimantan hanya memberikan penunjukan kepada
Kepala Kantor Urusan Agama saja. Menurut beliau hal seperti ini bisa menjadi
masalah, apabila ketika pelaksanaan Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk
sebagai wali memiliki udzhur sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan.
Beliau juga menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku pasti sesuai dengan

kebutuhan zaman.
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Dari pemaparan Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala
Kanror Urusan Agama Kecamatan Klojen sama-sama menjelaskan bahwa di
Kantor Urusan Agama mereka telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2019. Mereka menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku itu baik,
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada permasalahan yang
dijumpai ketika mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019.

Berdasarkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto, penyebab yang menjadi keberhasilan tegaknya suatu hukum dipengaruhi
oleh lima faktor, diantaranya:

a) Faktor Hukum atau Undang-Undang
b) Faktor Penegak Hukum
c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

d) Faktor Kepatuhan Masyarakat
e) Faktor Kebudayaan®

Dari kelima factor tersebut menjadi alat ukur dalam penelitian ini, berikut adalah
penguraian mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang taukil wali dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang, yaitu tinjauan yuridis pada Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali memiliki
kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa bagi wali nasab yang

tidak bisa hadir ketika perkawinan maka wajib membuat surat taukil wali.

%4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 5.
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Apabila wali tersebut tidak membuat surat taukil wali maka pernikahan tidak
bisa dilaksanakan.

Faktor Penegak Hukum, vaitu apabila wali nasab yang berhalangan hadir
ketika akad perkawinan maka harus membuat surat taukil wali, serta pihak
Kantor Urusan Agama merupakan penegak hukum yang terlibat dalam
implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut.
Oleh karenanya penulis berasumsi bahwa kedua penegak hukum tersebut
harus memahami secara jelas mengenai Peraturan Menteri Agama yang
sedang berlaku khususnya mengenai taukil wali.

Faktor Sarana dan Fasilitas, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 telah diterapkan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang,
akan tetapi dengan kurangnya sosialisasi mengenai perubahan Peraturan
Menteri Agama khususnya dibidang taukil wali mengakibatkan minimnya
pengetahuan masyarakat tentang taukilwali.

Faktor Kepatuhan Masyarakat, mengenai kepatuhan masyarakat penulis
memberikan catatan dan masukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan agar mereka tidak hanya mengikuti peraturan yang sedang
berlaku, akan tetapi berani mengkritik apabila peraturan tersebut tidak sesuai
dengan keadaan masyarakat dan juga memberikan inovasi dan jawaban
ketika terjadi permasalahan yang berhubungan denganPertauran Menteri
Agama.

Faktor Kebiasaan, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia

apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan maka berpindah
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kepada wali hakim, meskipun alur perpindahan tersebut membutuhkan suatu
proses administrasi. Dengan adanya proses administrasi tersebut sehingga
mengakibatkan pihak keluarga enggan untuk mengurusnya, mereka lebih
memilih untuk memanipulasi data agar mempercepat proses perkawinan.
Begitupun dengan adanya taukil wali yang merupakan aturan baru sehingga

wali nasab belum terbiasa untuk membuat surat taukil wali.

Menanggapi rumusan masalah ini seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kota
Malang telah menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019. Meskipun dalam penerapannya masih timbul beberapa
persolaan, namun mereka tetap menjalankan karena peraturan tersebut merupakan
peraturan yang sedang berlaku saat ini. Untuk menjawab persoalan yang terjadi
dalam masyarakat, seyogyanya masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama
memiliki cara sendiri untuk mengatasinya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat
tetap mendapat jawaban atau kepastian hukum dari persoalan yang mereka hadapi.
Meskipun demikian, Kantor Urusan Agama harus tetap mentaati dan menjalankan
Peraturan Menteri Agama yang berlaku.

Sebaiknya apabila Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019
diberlakukan, Kementerian Agama pusat melakukan sosialisasi kepada seluruh
Kantor Urusan Agama di Indonesia terkait perubahan persyaratan bagi wali ghoib
atau wali yang bepergian dalam jarak £92,5 Km untuk melakukan taukil wali. Hal
ini perlau dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang terjadi. Namun karena
Peraturan Menteri Agama ini telah ditetapkan dan beberapa Kantor Urusan Agama

di wilayah Indonesia juga belum memahami secara mendalam perubahan Peraturan
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Menteri Agama tersebut, maka wajar bagi Kepala Kantor Urusan Agama yang
menjumpai permasalahan taukil wali memberi siasat agar dapat memecahkan
persoalan yang mereka hadapi. Karena dari siasat tersebut akan memberikan

jawaban kepastian yang menenangkan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka penulis memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada
sebagai berikut:

1). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Semua Kepala
Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai taukil
wali yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,
dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama

yang baru khususnya dalam hal taukil wali. Namun dengan alasan

79
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yang berbeda-beda. Alasan tersebut antara lain: Kantor urusan Agama
merupakan pelakasana peraturan bukan sebagai pembuat peraturan, oleh
karenanya mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang
berlaku saja. Kedua ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 merupakan jawaban atas ketidak jelasan mengenai persyaratan
wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan yang terjadi pada
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mana terdapat
beberapa manipulasi data wali. Ketiga Peraturan Menteri Agama
merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh
sebab itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati dan
menjalankan peraturan yang berlaku.

2). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan
baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki
kendala masing-masing yang terjadi. Seperti dalam penerapan Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Blimbing
memiliki salah satu kasus yang mana wali nasab tidak bisa hadir
dikarenakan faktor kesehatan, sedangkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kedungkandang terdapat permasalahan wali nasab berada Nusa
Tenggara Timur akan tetapi tidak bisa membuat surat taukil wali karena
KUA Nusa Tenggara Timur kurang memahami adanya Peraturan Menteri
Agama baru, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun terdapat

permasalahan ketika membuat surat taukil wali dari KUA Kalimantan tidak
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menyertakan penunjukkan penghulu sebagai wali dalam melakukan akad
perkawinan. Namun berbeda dengan KUA Kecamtan Klojen dan
Lowokwaru dimana kedua KUA tersebut tidak terdapat permasalahan
mengenai taukil wali dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20
tahun 2019 tersebut. Hal ini menjadi wajar apabila sebuah peraturan
memiliki permasalahan, karena setiap peraturan pasti melahirkan
kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya adanya perubahan Peratruan
Menteri Agama tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidak jelasan
mengenai wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan pada
Peraturan Menteri Agama sebelumnya serta meminimaliisir banyaknya
manipulasi data wali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat seharusnya sebelum menerapkan
Peraturan Menteri Agama dilakukan pengkajian ulang, serta dilakukan
sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia. Hal
ini bertujuan agar seluruh elemen Kantor Urusan Agama memahami secara
rinci isi dari Peraturan Menteri Agama tersebut. Sehingga ketika Peraturan
Menteri Agama diberlakukan semua sudah memahami secara jelas.

2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana, namun seyogyanya
mereka memberikan kritik dan masukan apabila sebuah peraturan yang

ditetapkan kurang relevan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
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Dengan demikian diharapkan setiap Kepala Kantor Urusan Agama memiliki
inovasi-inovasi terbaru agar bisa turut serta memajukkan eksistensi hukum

di kalangan Kementerian Agama.
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KUISONER

. Apa yang bapak pahami mengenai taukil wali dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 tahun 2019?

Bagaimana pandangan bapak tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019?

Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
di Kantor Urusan Agama (Sukun / Klojen / Kedungkandang / Blimbing /
Lowokwaru)?

. Apakah ada masalah yang dijumpai setelah berlakunya Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019?

. Apa kelebihan dan kekurangan ketika mengimplementasikan Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Sa’rani, S.Ag
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Denganinimmyatakandcngansebenar—bmmnyabahwamahasivdcﬁbawahhﬁ:

Nama : Nattasya Meliannadya
NIM : 16210056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Tbrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 206 TAHUN
2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan
wawancara.

, 04 Desember 2019
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. Abd. Afif, M.H
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya
NIM : 16210056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan

wawancara.
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Hadiri, S.Ag
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya
NIM : 16210056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas  : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah  benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan
wawancara.
Malang, 23 Oktober 2019

Tertanda,

Hadiri, S.Ag
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Fauzi, S.Ag, M.Pd

Jabatan  :Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini: -

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah 3

Universitas  : Universitas Istam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)” guna penyusunan skripsi.

agai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan

Demikian surat ini dibuat, seb:

wawancara.
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SURAT TANDA BUKTE WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya
NIM : 16210056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas  :Syariah

Universitas ~ ; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 26 TAHUN
2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan

wawancara.
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Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen
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Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing
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Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Tabel Urutan Wali Nikah
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DAFTAR RIWAYAT PENULIS

: Nattasya Meliannadya
: Banyumas, 29 November 1998
: 082-226-843-151
: mela.malaya@gmail.com
: Komplek Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an Sirau Rt 02 Rw 02
Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 53194,
: - RA Masyitoh 02 Sirau
- M1 Fathul Ulum Sirau
- MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
- MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
: - Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
Periode 2018
- Pengurus Ainu Syams Club Periode 2018-2019
- Pengurus Forum Alumni Mahasiswa Sunan Pandanaran

Malang Periode 2017-2018
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